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PRESIDEN

BUPATI/

WALIKOTA

GUBERNUR

KORBINWASKORBINWAS

Sebagian Urusan

Koordinasi, Pembinaan, 

Pengawasan

NASIONAL

LOKAL

PENANGGUNGJAWAB 

AKHIR

REGIONAL
WAKIL PEMERINTAH 

PUSATDPRD PROV

DPRD KAB/KOTA

Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara

Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara

Kementerian/LPNK

PEMEGANG KEKUASAAN 

PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) 

UUD 1945

 Memperjelas konsep desentralisasi 

dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

 Memperjelas pengaturan dalam 

berbagai aspek Penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah. 

 Memuat pengaturan baru antara lain:

 pengaturan tentang hak warga 

untuk berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan 

daerah

 Jaminan terselenggaranya 

pelayanan publik

 Inovasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah

UU 23 Tahun 2014KEKUASAAN 

PEMERINTAHAN
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U R U S A N

P E M E R I N TA H A N

KONKURENABSOLUT

PILIHAN

(8)

WAJIB

(24)

Dibagi berdasarkan kriteria 

Eksternalitas, Akuntabilitas dan 

Efisiensi

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

YAN DASAR

(6)
NON YAN DASAR (18)

S P M N S P K

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya 

personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR NEGERI

6. MONETER & FISKAL

1. PENDIDIKAN

2. KESEHATAN

3. PU DAN PR

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAW PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM & LINMAS

6. SOSIAL



WAJIB 

PELAYANAN 

DASAR
NON PELAYANAYAN 

DASAR

S P M

PILIHAN

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. PU & Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat & 

Kawasan Permukiman

5. Tramtibum & Linmas

6. Sosial

Tenaga Kerja,

Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan 

Anak, Pangan,

Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, 

pengendalian pddk &KB, perhubungan,

Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah,

Penanaman Modal,

Kepemudaan & Olahraga, 

Statistik, Persandian, 

Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan

1. Kelautan & Perikanan

2. Pariwisata

3. Pertanian

4. Kehutanan

5. ESDM

6. Perdagangan

7. Perindustrian

8. Transmigrasi

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, 

Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria 

tertentu

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
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NSPK

NSPK

Lanjutan................



PROVINSIPUSAT KAB/KOTA

o Laksanakan sendiri
o Pelimpahan (Dekonsentrasi)
o Tugas Pembantuan

o Laksanakan sendiri
o Tugas Pembantuan Kab/Kota
o Penugasan kepada Desa

o Laksanakan sendiri
o Penugasan kepada Desa

P E L A K S A N A A N  U R U S A N K O N K U R E N

URUSAN WAJIB DASAR
URUSAN WAJIB NON 

DASAR
URUSAN PILIHAN

o Jenis Layanan
o Mutu Layanan
o Penerima Layanan

Pemetaan :
o Kelembagaan
o Perencanaan
o Penganggaran

NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA)

SPM
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KORTEK
Sesuai amanat dari pasal 258 dan 259 

UU 23 tahun 2014 
tentang Pemda
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SPM DALAM RKP 2019
PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

PEMBANGUNAN

MANUSIA MELALUI 

PENGURANGAN 

KEMISKINAN DAN 

PENINGKATAN 

PELAYANAN DASAR

Percepatan 

Pengurangan 

Kemiskinan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pemerataan 

Layanan 

Pendidikan 

Berkualitas

Peningkatan Akses 

Masyarakat 

terhadap 

Perumahan dan 

Permukiman Layak

Peningkatan Tata 

Kelola Layanan 

Dasar

PROGRAM 

PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL

KEGIATAN 

PRIORITAS

34

5 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana

Pencegahan dan pengendalian penyakit

Percepatan penurunan stunting

Penguatan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran 

Penguatan sistem jaminan sosial

Penguatan literasi untuk kesejahteraan

Pelaksanaan reforma agraria

Percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial

Penyediaan akses infrastruktur dasar permukiman layak

Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau

Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman

Penguatan layanan dan rujukan satu pintu

Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan 

dan catatan sipil

Percepatan Pencapaian SPM di daerah

Penyediaan afirmasi pendidikan

Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata

Penguatan kelembagaan satuan pendidikan

Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik

PN

PP

2

34
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POKOK-POKOK PENGATURAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TENTANG



TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PERUBAHAN RPJPD 

REVISI 86/2017PERMENDAGRI 86/2017

DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Terjadi perubahan kebijakan jangka panjamg Nasional;
Evaluasi hasil RPJMD memngakibatkan terjadi perubahan terhadap

kebijakan RPJPD;
Terjadi perubahan Mendasar, antara lain: perubahan yang diakibatkan

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, atau pemekaran daerah

DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini;

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai
dengan peraturan Menteri ini;

 Terjadi perubahan mendasar, mencakup: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, ganguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan
kebijakan nasional

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7
(tujuh) tahun.

 Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa
berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun..

 Perda perubahan RPJPD ditetapkan paling lambat 6 (enam) tahun sebelum periode
RPJPD berakhir.

 Hasil perubahan RPJPD digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD periode
berkenaan.

Pasal 44 - 68

Pasal 342 & Pasal 344



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

E-database

E-planning

E-budgeting

E-monev

E-reporting

Dasar Penyusunan

Sumber data

Acuan

Acuan

Acuan 

Acuan 

ANALISIS

PROFIL DAERAH

 kondisi geografis daerah;
 demografi; 
 potensi sumber daya Daerah; 
 ekonomi dan keuangan Daerah; 
 aspek kesejahteraan masyarakat; 
 aspek pelayanan umum; dan 
 aspek daya saing Daerah.

PROFIL PELAKSANAAN  
URUSAN PEM. DAERAH 
LINGKUP DITJEN BINA 
BANGDA MENCAKUP:

INDIKATOR MAKRO pembangunan berisikan 
data capaian pembangunan daerah yang bersifat 
tematik.  Tema tahunan disesuaikan dengan prioritas 
nasional atau kebutuhan pengambilan kebijakan 
secara nasional.

INDIKATOR MAKRO

Data analisis bersumber dari SIPD. Keseluruhan 

data diolah menggunakan instrumen 
pengolahan data dan sinkronisasi 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk 
menghasilkan gambaran lengkap suatu daerah. 

PENGOLAHAN DATA & INFORMASI

• Pemanfaatan SIPD



Rencana Pembangunan Daerah

(RPJPD)

Permendagri No. 7 Tahun 2018
Pembuatan & Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD

(Instrumen Pembangunan Berkelanjutan)

Permendagri No. 86 Tahun 2017
Tahapan tatacara dokrenda



RPJPD

RPJMD

RKPD

menjadi pedoman dalam perumusan 
visi, misi, dan
program calon kepala daerah

sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• sebagai instrumen evaluasi 
penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah

• menjadi pedoman kepala daerah 
dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak 
menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD 
anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak 
keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada 
tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak 
keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.

FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH

UU 23/2014 Pasal 265 & 266



Daerah ada yang melaksanakan Program/Kegiatan yang bukan

Kewenangannya; perlu Nomenklature sesuai Kewenangan.

KONDISI DI DAERAH DAN 

PERMASALAHAN

LAMPIRAN UU NO 23/2014 – URUSAN  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KONDISI EKSISTING

Lampiran Permendagri 90, Urusan PMD Kewenangan Kab/Kota

RKPD PROVINSI ….  TAHUN 2020

RKPD PROVINSI ….  TAHUN 2020



RKPD PROVINSI ….  TAHUN 2020

Penggabungan dua sub urusan yang sifatnya berbeda

(Persampahan dan Limbah B3); perlu di-pisahkan

Pusat (Bangda & KLHK) kesulitan menentukan target capaian

Daerah sebagai keluaran / indikator dari Kegiatan

KONDISI DI DAERAH DAN PERMASALAHAN

LAMPIRAN UU NO 23/2014 – URUSAN  LINGKUNGAN HIDUP

RKPD  PROVINSI … TAHUN 2020

KONDISI EKSISTING



RKPD PROVINSI….TAHUN 2020

RKPD  PROVINSI…. TAHUN 2020

KONDISI DI DAERAH

PERMASALAHAN

KONDISI EKSISTING

 Bagaimana menyusun database dengan variasi

yang beragam di tiap daerah?

 Jika tidak disusun database, bagaimana mengetahui

capaian pembangunan daerah pada setiap urusan

pemerintahan?

 Nomenklature berbeda, bagaimana menganalisis

kecukupan anggaran? efektifitas anggaran, dll

Output sama tetapi Kode Program 

berbeda tiap daerah

Output sama tetapi Nama program 

berbeda tiap daerah

Pola penyusunan program tidak

terstandar



RKPD PROVINSI CRKPD PROVINSI A

RKPD PROVINSI B

Kode Program berbeda tiap daerah

Nama program berbeda tiap daerah

Pola penyusunan program tidak terstandar

KONDISI DARI 3 DAERAH PROVINSI BERBEDA

 Bagaimana

menyusun database 

dengan tingkat

variasi kode yang 

jumlahnya sama

dengan jumlah

daerah?

KONDISI EKSISTING



Kode Program/Kegiatan

1.1.1.02 Kesehatan

1.1.1.02.01 Program Pemberian Jaminan
Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin

1.1.1.02.01.0001 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Masyarakat

NO URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

1 2 3 4 5 

1. Upaya Kesehatan a. Pengelolaan  upaya 
kesehatan perorangan (UKP)
rujukan nasional/lintas Daerah 
provinsi. 

b. Pengelolaan upaya 
kesehatan masyarakat (UKM) 
nasional dan rujukan 
nasional/lintas Daerah provinsi. 

c. Penyelenggaraan registrasi, 
akreditasi, dan standardisasi
 fasilitas 
pelayanan kesehatan 
publik dan swasta. 

a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat
Daerah provinsi/lintas Daerah 
kabupaten/kota. 

b. Pengelolaan UKM Daerah 
provinsi dan rujukan tingkat
Daerah provinsi/lintas Daerah 
kabupaten/kota. 

c. Penerbitan izin rumah sakit kelas 
B dan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat Daerah 
provinsi. 

a. Pengelolaan UKP Daerah 
kabupaten/kota dan rujukan 
tingkat Daerah kabupaten/kota. 

b. Pengelolaan UKM Daerah 
kabupaten/kota dan rujukan 
tingkat Daerah kabupaten/kota. 

c. Penerbitan izin rumah sakit 
kelas C dan D dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat 
Daerah kabupaten/kota. 

 

LAMPIRAN UU NO 23/2014 – URUSAN KESEHATAN

KONDISI EKSISTING DI  KAB./KOTA
Terkait Kodefikasi, Nomenklatur, dan Klasifikasi

Program/Kegiatan (Urusan Kesehatan)

CONTOH RKPD KOTA A TAHUN 2020 (Kota Surabaya)

CONTOH RKPD KAB. B TAHUN 2020 (Kab. Sleman)

Kode Rekening Urusan/Program/Kegiatan

1.01.02.1.01.02.
01

Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan

1.01.02.1.01.02.
01.16

Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

1.01.02.1.01.02.
01.16.002

Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan

 Kode Program berbeda tiap daerah

 Nomenklatur/Nama program berbeda tiap daerah

 Pola penyusunan program tidak terstandar

 Leveling Program dan kegiatan tidak seragam

 Bagaimana menyusun database dengan  

variasi yang beragam di tiap daerah?

 Jika tidak disusun database, bagaimana  

mengetahui capaian pembangunan  daerah 

pada setiap urusan  pemerintahan?

Kondisi di Daerah

Permasalahan
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1. Presiden memerintahkan aktifitas
pembangunan berbasis hasil, dimana belanja
pemerintah difokuskan pada pencapaian
output pembangunan yang dinikmati oleh
masyarakat

2. KPK memerintahkan adanya integrasi antara
perencanaan dan penganggaran

3. Konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran harus diperkuat untuk
memastikan belanja daerah dialokasikan
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
kewenangannya

 Untuk melaksanakan mandat tersebut
dibutukan:
1. Sistem informasi perencanaan dan

penganggaran yang terpadu secara nasional
2. Kodefikasi perencanaan dan keuangan yang

tersinkronisasi
 Sistem informasi terpadu diatur dalam

Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi pemerintahan Daerah

 Kodefikasi diatur dalam Permendagri 90 tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

MANDAT INSTRUMEN PELAKSANAAN



Pasal 9 ayat (4)

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah 

menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 282

 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan

atas beban APBN.

 Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 258

 Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan

dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan

kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

 Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pasal 260 ayat (1)

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun

rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

DASAR HUKUM

UU 23 TAHUN 2014



DASAR HUKUM

PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

PP 12 TAHUN 2019 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP 13 TAHUN 2019
TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

PP 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RPP
TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN KONKUREN

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

Kelembagaan Urusan

Pendanaan Urusan

Pelaporan Urusan

Binwas Urusan

Tata kelola Urusan

Perencanaan Urusan

UU 23/2014
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A
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NOMENKLATUR 
PROGRAM DAN 

BELANJA DAERAH

Kodefikasi Nomenklatur menjadi
tools untuk melakukan sinkronisasi
tata kelola penyelenggaraan
urusan pemerintahan guna
mewujudkan tujuan pembangunan
Daerah.

TERSINKRONISASI ANTARA
KELEMBAGAAN, MANAJEMEN,
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN



DESAIN PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN 
DAN SUB KEGIATAN

3



DESAIN PENYUSUNAN 

Urusan yang jadi
kewenangan

Program

Kegiatan

Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas

baik program maupun kegiatan diterjemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub

Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan

Sub Kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan
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PERALIHAN DAN PEMBERLAKUKAN

Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur yang telah
digunakan dalam penyusunan
rencana pembangunan jangka
menengah daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan yang
telah ditetapkan sebelum
Peraturan Menteri ini mulai
berlaku tetap digunakan dan
dilakukan penyesuaian secara
bertahap mulai tahun 2020.

PERALIHAN

Dengan demikian Peraturan
Menteri ini sudah mulai
berlaku efektif pada tanggal
1 Januari 2020

PEMBERLAKUAN



KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN 
NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN 
SUB KEGIATAN

Provinsi Kabupaten/Kota



IMPLEMENTASI DI MASA PERALIHAN

Telah diterbitkan SE Mendagri Nomor 130/736/SJ tentang

Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah

Penyusunan RKPD Tahun 2021 tetap mengacu pada RPJMD 

yang berlaku, sehingga konsistensi antara RPJMD dan RKPD 

tetap dapat dijaga. 

Pemetaan bukanlah perubahan indikator dan target kinerja

dalam RPJMD dan Renstra, melainkan penyesuaian

kodefikasi tanpa merubah merubah indikator dan target.  

Penyesuaian kodefikasi berdasarkan hasil pemetaan

berfungsi sebagai jembatan dalam rangka sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran.  



Pemetaan

Pemetaan bukan dengan mencocokkan nomenklatur aktifitas yang lama dengan
nomenklatur aktifitas dalam Permendagri 90/2019. Pemetaan berfungsi sebagai upaya

restrukturisasi outcome, output dan aktifitas sesuai dengan kodefikasi yang diatur
dalam Permendagri 90 Tahun 2019

SEMULA MENJADI

13/2006

90/2019

Fungsi setiap ruang dan isi bangunan yang lama (atau dalam sistem perencanaan dikenal dengan indikator dan 
target) tetap terkomodir dalam bangunan baru, namun terjadi perubahan tata letak akibat renovasi, peningkatan

dan pengembangan

KONSEP PEMETAAN 



RPJMD APBD

PERDA PERDA

RKPD

K
o

n
sisten

si

R
eferen

si

Permendagri 13 Tahun 2006 Permendagri 90 Tahun 2019

Penyesuaian Kodefikasi

melalui Pemetaan

Pemetaan tidak merubah indikator

yang sudah ditetapkan

dalam RPJMD dan Renstra



Bagaimana jika 2 atau 3 Program dalam Renstra/RPJMD terkonversi

menjadi 1 Program dalam Permendagri 90?

Indikator program dalam Permendagri 90 akan
memuat 2 atau 3 indikator program sesuai dengan
gabungan program RPJMD/Renstra

Bagaimana jika 1 Program dalam Renstra/RPJMD terkonversi menjadi 2 

atau 3 Program dalam Permendagri 90?

Indikator program hanya dimua di salah satu
program dengan dukungan output terbesar untuk
pencapaian indikator program

Bagaimana jika 2 atau 3 kegiatan terpetakan dalam 1 sub kegiatan

dalam permendagri 90?  

Sub kegiatan dalam permendagri 90 akan memuat
2 atau 3 output sesuai kegiatan Renstra yang 
dipetakan

Bagaimana 1 kegiatan dalam renstra terpetakan dalam 2 atau 3 sub 

kegiatan dalam permendagri 90?

2 atau 3 sub kegiatan dalam Permendagri 90 akan
memuat bagian output kegiatan dalam renstra

RAMBU RAMBU PEMETAAN 

Pemetaan dilakukan dengan berbasis output kegiatan, dengan

membandingkan output kegiatan dalam Renstra dengan arah

output dalam sub kegiatan sesuai Permendagri 90/2019

Kegiatan dan program dalam permendagri 90 tidak perlu

dipetakan secara khusus, karena kegiatan dan program dalam

permendagri 90 secara otomatis terpetakan ketika sub

kegiatannya sudah terpetakan (kodefikasi sub kegiatan dalam

permendagri 90 merupakan satu kesatuan dengan kodefikasi

kegiatan dan program)

Indikator kegiatan dalam Permendagri 90 merupakan akumulasi

ataupun konversi dari output sub kegiatan yang sudah dipetakan

berdasarkan output kegiatan Renstra

Indikator program dalam Permendagri 90 mengambil indikator

program dari Renstra/RPJMD berdasarkan pemetaan output

kegiatan Renstra, karena output kegiatan merupakan upaya untuk

mencapai outcome. Sebab itu, output dan outcome tidak bisa

dipisahkan

RAMBU RAMBU UMUM PEMETAAN



BAGAIMANA JIKA OUTPUT KEGIATAN DALAM RENSTRA TIDAK 

DAPAT DIPETAKAN DALAM SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019?

1 Evaluasi desain kegiatan Renstra, apakah bersifat:

a. Tahapan kegiatan (persiapan, pelaksanaan, monev, pelaporan)

b. Bentuk belanja (perjalanan dinas, pengadaan barang/jasa, hibah,

bansos, dll)

c. Komponen kegiatan yang terbagi dalam lokasi (pembangunan

SD1 di kecamatan A, pembangunan SD 2 di kecamatan B, dst)

Jika kegiatan berbentuk salah satu dari 3 kategori di atas, maka

kegiatan tersebut menjadi komponen belanja

2
Telaah apakah output tersebut menjadi output sub kegiatan di urusan

pemerintahan yang lain, atau tingkatan pemerintahan yang lain.

3 Jika output kegiatan tidak memang menjadi kewenangan tingkatan

pemerintahan terkait, maka dapat diusulkan penambahan sub

kegiatan melalui pemutakhiran

KONSEP PEMUTAKHIRAN

1
Pemutakhiran menggantikan fungsi dst (dan

seterusnya) dalam lampiran permendagri 13
tahun 2006.

2
Skema pemutakhiran untuk memastikan

kesamaan klasifikasi, kodefikasi dan

nomenklatur untuk setiap tambahan aktifitas
yang diusulkan

3 Pemutakhiran merupakan penambahan sub

kegiatan sesuai dengan kewenangan
daerah.

PEMUTAKHIRAN



URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM BIDANG URUSAN URUSANKODE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KODE

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Basis pemetaan pada Indikator output kegiatan

yang dipetakan menurut sub kegiatan dalam

Permendagri 90 Tahun 2019

TABEL KERJA



Tabel Kerja Pemetaan Urusan Kesehatan Provinsi ….. (1) indikator kesehatan dalam
permendagri 13 (eksisting) 
dapat terpetakan dalam
Permendagri 90/2019



USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU 5



USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU

Pemeliharaan Ambulans Laut
Operasional dan Krew Kapal
Pengadaan Ambulans Darat
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4)
Pengadaan Perahu Karet
Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Operasional Satgas (Satuan Tugas)
Operasional Satlak (Satuan Pelaksana)

Permintaan Pemerintah
Provinsi agar Nomenklature
(Sub-Kegiatan) dibuat lebih
detail (seperti contoh). 

1 02 02 1.01 10: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang

Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Cek: 
1. Kewenangan Provinsi atau

bukan? Jika iya, lanjut
2. Gunakan Nomenklatur yang 

sesuai (output-nya)

1 02 02 1.01 06: Pengembangan Pendekatan Pelayanan

Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus 

Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)

Tidak memerlukan pemutakhiran (nomenklatur baru), 
hanya perlu definisi operasional setiap nomenklatur. 



USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU

Contoh Kriteria 1: 
Pengadaan dan Pengelolaan Obat-Obatan kewenangan Provinsi untuk obat yang 
bukan Program Nasional (ditanggung Pemerintah Pusat), Provinsi Jateng memiliki 7 RSUD 
milik Provinsi (pasti harus membeli obat)

Kriteria perlu-nya Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru adalah: 
1. Merupakan Kewenangan, tetapi belum ada Nomenklature-nya
2. Sub-kegiatan terlalu besar, diperlukan pemisahan untuk analisis anggaran

yang lebih baik, dll. 

Contoh Kriteria 2: 
Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular perlu menjadi Nomenklatur terpisah, 
tidak disatukan. Selain karena banyak sekali jenis penyakit terkait, juga karena transisi
epidemic dari penyakit menular ke penyakit tidak menular perlu melihat besaran alokasi
dua jenis penyakit ini, analisis anggaran-nya, dll (sehingga perlu dipisah nomenklaturnya)



USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU

Contoh Kriteria 3: 
Sub-Kegiatan pengelolaan upaya pencegahan stuntingmerupakan prioritas
nasional saat ini sehingga dapat dipertimbangkan sebagai nomenklatur sendiri, 
meskipun terkait dengan kegiatan lainnya (seperti SPM Kesehatan pada Ibu dan Anak) 

Kriteria perlu-nya Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru adalah: 
3. Merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional
4. Merupakan penyakit katastropic (dari segi biaya dan jumlah kematian) 

serta frekuensi kejadian cenderung membesar. 

Contoh Kriteria 4: 
Hipertensi, Diabetes, TB, AIDS sudah memiliki Nomenklature sendiri sebagai
bagian dari pelaksanaan SPM Kesehatan (termasuk penyakit dengan biaya besar
dan angka kematian tinggi), silahkan bisa ditambahkan penyakit yang memenuhi
kriteria 4 diatas untuk dpertimbangkan sebagai nomenclature sendiri.



USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU

Contoh Kriteria 5: 
Sub-Kegiatan pengelolaan upaya pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat diatas adalah
contoh beberapa sub-kegiatan pada RKPD Provinsi yang terkait Kabupaten/Kota Sehat
(KKS) namun nomenclature-nya tidak ada sehingga perlu diusulkan nomenclature (sub-
kegiatan) sendiri untuk Provinsi

Kriteria perlu-nya Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru adalah: 
5. Merupakan program bersama Kemenkes dan Kemendagri yang memiliki

banyak lingkup indikator dan berdampak kompherensif. 

Pembinaan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat
Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
Konsultasi Teknis Kabupaten/Kota Sehat
Pembinaan Kesehatan Lingkungan Sekolah



USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU UNTUK PROVINSI 

Berikut ini beberapa usulan Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru yang memenuhi
5 kriteria diatas adalah: 
1. Pengadaan dan Pengelolaan Obat-Obatan
2. Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Stunting
3. Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
4. Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Pengelolaan pelaksanaan akreditasi mutu Rumah Sakit
6. Pengelolaan limbah medis Rumah Sakit

Selanjutnya silahkan masukan dari Bappeda dan Dinas Kesehatan
Provinsi untuk pemutakhiran (usulan nomenklatur / sub-kegiatan
baru) ini sesuai dengan 5 kriteria tersebut pada slide sebelumnya.



USULAN NOMENKLATUR (SUB-KEGIATAN) BARU UNTUK KABUPATEN/KOTA

Berikut ini beberapa usulan Nomenklatur (Sub-kegiatan) baru yang memenuhi
5 kriteria diatas adalah: 
1. Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Stunting
2. Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
3. Pengelolaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
4. Pengelolaan pelaksanaan Akreditasi mutu Puskesmas
5. Pengelolaan Upaya Kesehatan oleh BLUD Puskesmas
6. Pengelolaan limbah medis Rumah Sakit dan Puskesmas

Selanjutnya silahkan masukan dari Bappeda dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk pemutakhiran (usulan nomenklatur / sub-
kegiatan baru) ini sesuai dengan 5 kriteria tersebut pada slide 
sebelumnya.



TERIMA KASIH
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